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ABSTRACT 
The realization of a Free State administration is one of the important 
demands in this reformation era. It was the underlying spirit of the members of the 
Assembly at the beginning of the reform ationera , and decide to set provision 
about Implementation State of Clean and Free Corruption , and nepotism role by 
MPR No. XI / MPR / 1998. 
This research is directed to the normative legal research. In order to discuss 
and review of the System of Evidence in Criminal Proceedings against the legal 
position of the audit results of Finance and Development Supervisory Agency and 
to get an overview and detailed explanation of the System of Evidence in 
Criminal Proceedings against the legal position of the audit results of Finance and 
Development Supervisory Agency.  
The Proof of the criminal procedural law has the significant role in the 
process of criminal law enforcement, because the evidence is based on an alleged 
act of suspects and defendants. The  tools such as the evidence can be used as the 
material evidence in order to cause the judge's conviction of the correctness of the 
existence of a criminal offense has been committed by the defendant. Criminal 
procedural law governing some evidence , namely Article 184 Criminal Procedure 
Code , Article 185 Criminal Procedure Code ( witness testimony ) , Article 186 of 
the Criminal Code ( expert testimony ) , Article 187 of the Criminal Procedure 
Code ( letter ) , Article 188 of the Criminal Procedure Code ( hint ) , Article 189 
Criminal Procedure Code ( Description defendant ) . In the case of evidence of 
corruption based on the Code of Criminal Procedure and the Law No. 31 1999 
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about eradication of Corruption and Law No. 20 of 2001 on the Amendment of 
Act No. 31 of 1999 . 
The result of Auditor of BPK can be classified to the documentary evidence 
in the law of evidence by the Criminal Procedure Code.  
 
Keywords : Evidence System , Status of Audit 
 
A. PENDAHULUAN 
Terwujudnya penyelenggaraan negara yang bersih merupakan salah satu 
tuntutan yang penting di era reformasi ini. Hal itulah yang kemudian melandasi 
semangat para anggota MPR di awal era reformasi, dalam melahirkan ketetapan 
MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 
Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,  Amiq (2010). 
Sebagai bentuk pelaksanaanya kemudian diberlakukan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang 
tersebut, telah pula ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menggantikan Undang-Undang korupsi 
yang telah ada yaitu Undang Undang  Nomor 3 Tahun 1971 yang dianggap sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan  kebutuhan masyarakat di era reformasi. 
Untuk dapat mencapai good governance maka salah satu hal yang harus 
dipenuhi adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai 
aktivitas baik aktivitas sosial, politik, ekonomi dan penegakan hukum.  
Beberapa kelemahan dalam proses tercapainya good governance selama ini, 
diantaranya adalah tingginya perbuatan korupsi yang terjadi. Korupsi sangat 
merajalela terutama dikalangan birokrasi pada instansi publik atau lembaga 
pemerintah baik departemen maupun bukan departemen. Korupsi biasanya yang 
terjadi disertai dengan tindakan kolusi, dan nepotisme. Kemudian di Indonesia 
dikenal dengan nama istilah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 
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Fungsionalisasi Hukum pidana terhadap peran Institusi Polri hal yang sangat 
urgen adalah mengenai kedudukan penyidik Polri dalam mengungkapkan suatu 
tindak pidana termasuk salah satunya tindak pidana korupsi yang merupakan 
persoalan besar dan ruwet yang dihadapi oleh negara kita saat ini, Saleh (1971:1). 
Dari segi tingkat kemampuan dari sumber daya manusia polisi itu sendiri 
juga terbatas, untuk itu perlu adanya alat bukti dalam mengungkap indikasi 
adanya kerugian negara terhadap tindak pidana korupsi itu sendiri, maka dalam 
hal ini Penyidik Polri membutuhkan lembaga lain yang berkompeten dalam 
melakukan tugas audit. Dan salah satu lembaga yang memiliki kompetensi 
dibidang auditor  tersebut adalah   Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP). 
Sejak diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 
Mei 1983. Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) 
ditransformasikan menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) sebuah lembaga pemerintah non departemen yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Salah satu pertimbangan 
dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah diperlukannya badan 
atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa 
tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang 
menjadi obyek pemeriksaannya. Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 
tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi 
BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) sesuai dengan 
proporsinya dalam konstelasi lembaga- lembaga Pemerintah yang ada. BPKP 
dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembaga sudah 
barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan objektif.  
Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah  beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 
disebutkan, “Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)  
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mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan 
keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan” . 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki 
kedudukan sebagai auditor internal pemerintah yang memperoleh amanah dalam 
hal lembaga yang berwenang memeriksa dan mengevaluasi kegiatan pengadaan 
barang dan jasa pemerintah. 
Korupsi paling banyak ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa 
pemerintah. Salah satunya karena jumlah anggaran untuk pengadaan barang dan 
jasa memang selalu besar setiap tahunnya, yakni sekitar 10% dari anggaran 
pengadaan barang dan jasa itu setiap tahunnya selalu rawan, audit yang dilakukan 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang temuannya 
terdapat indikasi merugikan negara. Apabila hal tersebut sudah memenuhi salah 
satu unsur  korupsi dimana perbuatan tersebut terdapat unsur melawan hukum dan 
unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Jadi tinggal 
mencari apakah pada perbuatan tersebut terdapat unsur sebagaimana disebutkan 
sebelumnya. Kepolisian selalu menindak lanjuti laporan hasil audit investigasi 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kasus korupsi menjadi 
prioritas pengusutan kepolisian, jika ditemukan alat bukti maka akan segera 
diproses. 
Hasil audit investigasi dalam tindak pidana korupsi sebenarnya bukan 
merupakan domain Badan Pengawasa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 
Kewenangan audit investigatif secara atributif ada pada BPK sebagaimana dalam 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharan Negara,           
Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan juga Undang-Undang No. 15 tahun 2006 
Tentang Badan Pemeriksaan Keuangan.  
Dalam Undang-Undang No.15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur mengenai kewenangan 
Badan Pengawas Keuangan Negara yang dapat melaksanakan audit Investigasi 
guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, 
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dan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana maka Badan Pemeriksa 
Keuangan harus segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang. 
Sehubungan dengan peranan Polri sendiri sebagai penyidik pada tindak 
pidana korupsi selain bertugas menyelidiki adanya perbuatan koruptor oleh 
oknum-oknum tertentu dibantu oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP), dimana hasil audit investigasi yang dilakukan oleh auditor 
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berfungsi sebagai 
alat bukti bagi penyidik Polri, yang berupa surat-surat yang menjelaskan tentang 
telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi. Selain hasil audit yang dapat 
dijadikan sebagai alat bukti auditor Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) pun juga dapat diminta keterangannya untuk dapat 
dijadikan sebagai alat bukti.  
Dari penjabaran tersebut diatas memberikan gambaran kenyataan bahwa 
kerjasama antara Institusi Kepolisian dengan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) amat sangat penting khususnya dalam menemukan sebuah 
kebenaran adanya perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara terhadap 
tindak pidana korupsi yang marak terjadi dalam masyarakat.  
Banyak hal bagi penulis sangat tertarik  untuk mengadakan Penelitian ini 
diantaranya penulis ingin melihat bagaimana bentuk hubungan kewenangan kerja 
antara Kepolisian dan  Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 
karena, beberapa kasus menggambarkan suatu fakta akan pentingnya adanya 
koordinasi yang harus dibangun antar Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) dengan Kepolisian karena seringkali ada kesan bahwa 
beberapa kasus hanya mengakui BPKP sebagai satu-satunya alat bukti yang dapat 
menentukan besarnya kerugian negara. Jadi fungsi Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP) membantu penyidik dalam rangka audit investigatif 
yaitu audit terhadap kegiatan-kegiatan yang diduga mengandung penyimpangan-
penyimpangan dan berindikasi Tindak Pidana Korupsi  sehingga fungsi dan 
wewenang, serta mekanisme koordinasi antara BPKP dan Kepolisian dinilai 
menarik untuk diangkat dalam sebuah penelitian.Dari latar belakang tersebut 
maka rumusan masalah yaitu : Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana 
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terhadap kedudukan hukum hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP)  
 
B. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini diarahkan kepada penelitian hukum normatif. Untuk 
membahas dan mengkaji tentang Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana 
terhadap kedudukan hukum hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP)  serta untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang 
terperinci mengenai Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana terhadap 
kedudukan hukum hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP). Maka penulis akan melakukannya dengan menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi 
sebanyak mungkin tentang masalah pokok yang dibahas.  
Sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif bertujuan untuk 
menggambarkan secara objektif dan apa adanya tentang Sistem Pembuktian 
dalam Hukum Acara Pidana terhadap kedudukan hukum hasil audit Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  
 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam   
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 
Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi dokumen.Tanpa   
mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 
yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan 
dalam berbagai setting berbagai sumber, dan berbagai cara. 
a. Pengambilan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa tahap-tahap 
dalammelakukan penelitian sebagai berikut: 
122 
 
1) Tahap awal dalam pengambilan data ialah mengidentifikasi 
masalah yang menjadi tujuan dari penelitian sehingga dalam 
melakukan penelitian, peneliti tidak kesulitan dalam melakukan 
penelitian. 
2) Sebagai data awal dalam melakukan penelitian, data sersebut 
dijadikan sebagai dokomen pendukung dalam melakukan penelitian 
selanjutnya. 
 
3. Teknik Analisis Data 
Analisa data adalah upaya menata secara sistematis catatan hasil observasi, 
dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang 
masalah yang diteliti dan menyajikan temuan bagi orang lain. 
Teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu, data yang 
diperoleh dari data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier akan disajikan secara deskriptif terhadap 
variabel yang ada yaitu, menjelaskan, menguraikan, menggambarkan sesuai 
dengan permasalahan yang ada.  
 
C. PEMBAHASAN 
1. Tugas, Fungsi dan Wewenang BPKP 
Dengan diterbitkan keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tangga l 30 
Mei 1983 maka Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) 
ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen 
(LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 
Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 
1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang 
dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan 
hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. 
Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukan bahwa 
Pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya 
dalam konstelasi lembaga- lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan 
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kedudukanya yang terlepas dari semua departeman atau lembaga sudah barang 
tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif.  
Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 
Lembaga Pemerintan Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005. dalam Pasal 52 
disebutkan, “BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di 
bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku” . 
Sesuai dengan Pasal 52, 53 dan 54 Keputusan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, 
BPKP mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan d i bidang pengawasan 
keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.  Adapun sesuai dengan Peraturan Pemerintah republik  
Indonesia Nomor 60 tahun 2008. 
Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi :  
a. Penyiapan rencana dan program kerja pengawasan 
b. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 
negara dan pengurusan barang milik kekayaan negara,  
c. Pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja 
daerah dan pengurusan barang milik kekayaan daerah.  
d. Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas pemerintahan yang bersifat 
strategis dan/atau lintas departemen lembaga wilayah.  
e. Pemberian asistensi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah 
pusat dan daerah.  
f. Evaluasi atas laporan akuntabilitas kinerja pemerintah pusat dan daerah.  
g. Pemeriksaan terhadap badan usaha milik daerah, Pertamina, Cabang 
Usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-
badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah, pinjaman 
bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusta, dan badan usaha 
milik daerah atas permintaan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.  
h. Evaluasi terhadap pelaksanan good corporate governance dan laporan 
akuntabilitas kinerja pada badan usaha milik negara, Pertamina, Cabang 
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Usaha Pertamina, kontraktor bagi hasil, dan kontrak kerja sama, badan-
badan lain yang di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah.  
i. Inevastigas terhadap indikasi penyimpangan yang merugikan negara, 
badan usaha milik, dan badan-badan lain yang di dalamnya terdapat 
kepentingan pemerintah, pemeriksaan terhadap hambatan kelancaran 
pembangunan, pemberian bantuan pemeriksaan terhadap instansi 
penyidikan dan instansi pemerintah lainya.  
j. Pelaksanaan analisis dan penyusunan laporan hasil pengawasan serta 
pengendalian mutu pengawasan.  
k. Pelaksanaan administrasi Perwakilan BPKP.  
 
Dalam penyelenggaraan fungsi tersebut, BPKP mempunyai kewenangan :  
a. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.  
b. Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan 
secara makro.  
c. Penetapan sistem informasi di bidangnya.  
d. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang 
meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan 
supervisi di bidangnya.  
e. Pentapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi 
tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidangnya.  
f. Kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu :  
1. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-tempat 
penimbunan, dan sebagainya.  
2. Meneliti semua catatn, data elektronik, dokumen, buku perhitungan, 
surat-surat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil survei 
laporan- laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang diperlukan 
dalam pengawasan.  
3. Pengawasan kasa, surat-surat berharga, gudang persediaan dan lain-
lain.  
4. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan, baik 
hasil pengawasan BPKP sendiri maupun hasil pengawasan Badan 
Pemeriksaan Keuangan, dan lembaga pengawasan lainnya.  
g. Adapun proses kerjasama penyidikan kasus korupsi tersebut adalah 
Penyidik Polri yang menerima laporan dan atau mengetahui tentang 
adanya suatu perbuatan yang diduga korupsi, melakukan serangkaian 
tindakan penyidikan dengan mencari dan mengumpulkan fakta-fakta dan 
bukti-bukti tentang korupsi tersebut. Setelah mendapat dan memperoleh 
125 
 
fakta/bukti tentang dugaan perbuatan merugikan keuangan atau 
perekonomian negara, maka penyidik Polri meminta bantuan kepada 
auditor BPKP untuk melakukakn audit investigasi untuk mengetahui 
apakah terdapat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.  
h. Pihak BPKP setelah menerima surat dari penyidik meminta kepada 
penyidik untuk melakukan ekspose/paparan tentang kasus dan bukti/fakta 
yang sudah diperoleh. Setelah menerima penjelasan dan gambaran kasus 
didukung fakta/bukti yang diperoleh penyidik, maka team auditor BPKP 
datang ke tempat instansi penyidik yang meminta melakukan audit atas 
fakta-fakta/bukti yang ada, dan melihat ke lokasi/TKP apabila dianggap 
perlu.  
i. Setelah melakukan audit, maka auditor mengkaji dan kemudian membuat 
laporan hasil audit investigasi (LHAI) dan perhitungan kerugian 
keuangan negara dan menyerahkan kepada penyidik yang bersangkutan. 
Penyidik akan mempelajari hasil laporan auditor dan apabila hasil audit 
menyimpulkan terdapat kerugian keuangan negara, maka perbuatan 
tersebut masuk kategori pidana korupsi, dan penyidik akan meningkatkan 
tahap penyidilikan menjadi penyidikan, dan akan ditetapkan siapa orang 
yang bertanggung jawab atas kerugian negara tersebut atau dengan kata 
lain ditetapkan tersangkanya.  
j. Apabila audit dari auditor menyatakan tidak terdapat kerugian negara, 
berarti perbuatan tersebut bukan tindak pidana korupsi. Laporan hasil 
audit tersebut akan berfungsi sebagai alat bukti surat dan berfungsi 
sebagai salah satu dari 5 (lima) alat bukti sebagaimana di atur dalam 
Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peranannya sangat 
menentukan dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.  
k. Apabila hasil audit belum ada maka suatu kasus tidak bisa disimpulkan 
perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi dan juga tidak bisa 
ditetapkan seseorang sebagai tersangkanya.  
l. Setelah penyidik menerima laporan hasil audit dari auditor BPKP, 
kemudian penyidik meminta keterangan saksi dari auditor yang 
bersangkutan untuk memperkuat dan menjelaskan temuannya atau hasil 
auditnya, dan keterangan tersebut dibuat dalam Berita Acara 
Pemeriksaan ahli dan berfungsi sebagai salah satu dari alat bukti pada 
Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu 
sebagai alat bukti keterangan ahli.  
m. Sehinga dari auditor BPKP ini akan diperoeh 2 alat bukti ditambah 
dengan keterangan saksi yang tentunya pasti ada, sehingga dengan 
adanya 3 alat bukti sudah dapat menggiring seseorang menjadi tersangka 
untuk disidangkan di Pengadilan, karena menurut Pasal 183 Undang-
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Undang No. 8 Tahun 1981 bahwa dengan 2 alat bukti saja ditambah 
keyakinannya, hakim sudah dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang.  
 
2. Sistem Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Terhadap 
Kedudukan Hukum Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Dan 
Pembangunan (Bpkp)  
a. Karakteristik Bukti Audit 
Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau 
informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh 
auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya.  
Bukti audit ini menghasilkan hasil audit yang menginformasikan kepada 
pemakai informasi mengenai apa yang dilakukan oleh auditor dan kesimpulan 
yang diperolehnya. Tentang syarat-syarat yang menjadi  bukti audit tersebut 
menurut Arens (2003), terdapat  empat syarat yaitu :  
1. Relevan 
Bukti yang relevan maksudnya adalah bukti yang secara logis 
mempunyai hubungan dengan permasalahannya Kompeten 
tidaknya suatu bukti dipengaruhi oleh sumber bukti, cara 
mendapatkan bukti dan kelengkapan persyaratan juridis bukti 
tersebut. Dilihat dari sumbernya bukti tetang kepegawaian yang 
didapat dari Bagian Kepegawaian lebih kompeten dibanding 
dengan bukti yang didapat dari pihak lain, bukti yang jelas 
sumbernya lebih kompeten dari bukti yang didapat dari sumber 
yang tidak jelas. Bukti buatan pihak luar (bukti ekstern) pada 
umumnya lebih kompeten dari bukti buatan auditan (bukti intern).  
Dilihat dari cara auditor mendapatkan bukti, bukti yang didapat auditor dari 
pihak luar auditor lebih kompeten daripada bukti yang didapat dari auditan, bukti 
yang didapat melalui pengamatan langsung oleh auditor sendiri lebih kompeten 
dari bukti yang didapat oleh melalui pihak lain.  
Dilihat dari persyaratan yuridis, bukti yang ditandatangani, distempel, ada 
tanggal, ada tanda persetujuan, dan lain- lain lebih kompeten dari bukti yang tidak 
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memenuhi syarat hukum. Bukti asli lebih meyakinkan daripada foto copian. Bukti 
yang dilegalisir oleh auditan lebih kompeten daripada foto copiannya.  
Ada suatu pandangan bahwa Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) 
menentukan pula kehandalan bukti. Bukti yang didapat dari suatu organisasi yang 
memiilki SPM ( Sistem Pengendalian Manajemen ) yang baik lebih dapat 
diandalkan daripada bukti-bukti yang didapat dari organisasi yang SMP-nya 
kurang baik. Kompeten atau tidaknya bukti dilihat dari satu persatu bukti. Ada 
bukti yang kompetensinya tinggi dan ada bukti yang kompetensinya  rendah.  
a. Cukup  
Bukti yang cukup berkaitan dengan jumlah kuantitas dan atau 
nilai keseluruhan bukti. Bukti yang cukup berarti dapat 
mewaliki/menggambarkan keseluruhan keadaan/kondisi yang 
dipermasalahkan.  
b. Material  
Bukti yang material adalah bukti yang mempunyai nilai yang 
cukup berarti dan penting bagi pencapaian tujuan organisasi. 
Materialitas atau keberartian tersebut dapat dilihat antara lain 
dari :  
- Besarnya nilai uang atau yang bernilai uang besar.  
- Pengaruhnya terhadap kegiatan (walaupun nilainya tidak 
seberapa).  
- Hal yang menyangkut tujuan audit.  
- Pentingnya menurut peraturan perundang-undangan (selisih 
kas tidak boleh terjadi, karena itu seandainya terdapat selisih 
kas, berapapun besanya harus dicari sebab-sebabnya).  
- Keinginan pemanfaatan laporan  
- Kegiatan yang pada saat audit dilakukan sedang jad i 
perhatian umum.  
 
Syarat-syarat bukti audit relevan, komputer, cukup, dan material (rekocuma) 
tidak sendiri tetapi merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Bukti audit agar 
dapat mendukung kesimpulan/pendapat auditor harus mengandung unsur relevan, 
kompeten, cukup, dan material. Bukti yang relevan, cukup dan material tidak ada 
gunanya bila tidak kompeten. Bukti yang kompeten tidak ada gunanya bila tidak 




2. Bukti fisik  
Bukti fisik adalah bukti yang diperoleh melalui pengamatan langsung 
dengan mata kepala auditor sendiri menyangkut harta berwujud. Pengamanan 
langsung oleh auditor dilakukan dengan cara inventarisasi fisik (dikenal pula 
dengan sebutan opname) dan inspeksi ke lapangan (on the spot). Hasil 
pengamatan fisik oleh auditor tersebut dikukuhkan ke dalam suatu media 
pengganti fisik yaitu Berita Acara Pemeriksaan Fisik. Hasil Inspeksi Lapangan, 
Foto. Surat Pernyataan, Denah Lokasi atau Peta Lokasio, dan lain- lain.  
Pengamatan fisik dapat dilakukan untuk meyakinkan mengenai 
keberasannya (kuantitatif) dan mutu (kualitatif) dari aktiva berwujud. Namun 
kehandalannya sangat tergantung dari kemampuan auditor yang bersangkutan 
dalam memahami harta berwujud yang diaudit. Misalnya, seorang auditor yang 
ditugaskan menguji fisik berbagai jenis obat tentu saja tidak efektif apabila 
auditor tersebut sama sekali tidak memahami obat-obatan. Di dalam keadaan 
tertentu hasil pengamatan fisik saja belum sepenuhnya dapat dipakai untuk 
mengambil kesimpulan audit, karena itu perlu didukung dengan bukti yang lain.  
  
3. Bukti dokumen  
Bukti audit yang paling banyak dityemui oleh auditor adalah bukti 
dokumen. Bukti dokumen pada umumnya tersebut dari kertas yang mengandung 
huruf, angka dan informasi,  serta simbol-simbol dan lain- lain. Bukti dokumen 
pada umumnya terbentuk lembaran- lembaran kertas, baik berdiri sendiri maupun 
yang digabungkan. 
Dalam menilai atau mengevaluasi bukti dokumen, auditor sebaiknya 
memperhatikan pengendalian intern sumber dokumen tersebut dan terpenuhinya 
persyaratan juridis. Kelemahan sistem pengendalian manajemen memungkinkan 
dokumen mengandung kesalahan atau kelalaian yang tidak disengaja, tetapi tidak 
tertutup kemungkinan terjadinya dokumen palsu yang dibuat oleh karyawan ya ng 
tidak jujur. Makin mudah dokumen dibuat, tanpa prosedur pengendalian 
manajemen yang baik, makin besar kemungkinan dokumen itu mengandung 
kesalahn dan atau kecurangan. Jika sistem pengendalian manajemen lemah, 
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auditor tidak sepenuhnya mempercayai bukti dokumen tetapi harus menambah 
pengujian dengan dokumen lain. 
Dilihat dari sumbernya, bukti dokumen dapat berupa :  
a. Bukti intern yang aslinya telah diserahkan ke pihak ketiga 
(antara lain bukti kas masuk).  
b. Bukti eskteren yang aslinya ada di auditan (antara lain bukti kas 
keluar faktur).  
c. Bukti yang didapat auditor langsung dari pihak ketiga (antara 
lain rekening koran bank).  
d. Bukti audit yang masih disimpan auditan (antaralain anggaran, 
prosedur, tembusan dokumen). 
 
Dalam bukti  dokumen termasuk bukti catatan. Bukti catatan adalah bukti 
yang berbentuk buku-buku atau catatan yang sengaja dibuat untuk kepentingan 
auditan. Bukti dokumen digunakan sebagai sumber pencatatan (buku-buku), atau 
sebaliknya dari catatan (buku-buku) dapat digunakan sebagai dasar pembuatan 
dokumen. Dari catatan selanjutnya dapat dibuath pertanggungjawaban atau 
akuntabilitas atau laporan berbagai bentuknya. Karena itu catatan juga merupakan 
bukti yang penting sebagai pembanidng atau penguji kewajaran bukti lainnya dan 
pertanggung jawaban.  
4. Bukti keterangan  
Yang termasuk bukti keterangan adalah bukti kesaksian, bukti lisan dan 
bukti spesialis (ahli). Bukti kesaksian adalah bukti peyakin yang didapat dari 
pihak lain karena diminta oleh auditor. Peyakin maksudnya adalah untuk 
mendukung bukti-bukti lain yang telah didapatkan oleh auditor, biasanya bukti 
fisik, bukti dokumen, atau bukti lisan, kemudian dilengkapi dengan bukti 
kesaksian. 
Bukti lisan adalah bukti yang didapat oleh auditor dari orang lain melalui 
pembicaraan secara lisan. Orang lain tersebut mungkin bebrasal dari luar auditan 
maupun dari pihak auditan sendiri. Informasi lisan ini perlu di catat oleh auditor 
dengan seksama termasuk nara sumbernya. 
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Banyak infomasi lisan yang didapat oleh auditor tetapi pihak memberikan 
informasi tidak bersedia memberikan pernyataan tertulis yang ditandatanganinya. 
Bukti spesialis adalah bukti yang didapat dari tenaga ahli, baik seorang 
pribadi maupun suatu instansi atau institusi yang memiliki keahlian yang 
kompeten dalam bidangnya. Tenaga spesialis yang dapat digunakan adalah semua 
profesi seperti ahli pertambangan, doktor, ahli purbakala, ahli pertanian, ahli 
hukum, ahli perbankan dan lain sebagainya. Untuk memenuhi syarat kompetensi 
buku audit, maka kompetensi tenaga spesialis tersebut harus terjamin, betul-betul 
ahli yang diakui oleh umum. 
  
b. Kedudukan Hasil Audit Sebagai Alat Bukti Surat  
Pembuktian memegang peranan yang cukup signifikan pada suatu proses 
penegakan hukum pidana, karena alat bukti didasarkan atas suatu perbuatan yang 
dituduhkan pada seorang tersangka dan terdakwa. Dengan alat-alat bukti tersebut 
dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan 
hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa. 
Hukum acara pidana mengatur tentang beberapa alat bukti, yakni Pasal 184 
KUHAP, Pasal 185 KUHAP (keterangan saksi), Pasal 186 KUHP (keterangan 
ahli), Pasal 187 KUHAP (surat), Pasal 188 KUHAP (petunjuk), Pasal 189 
KUHAP (Keterangan terdakwa). Pada pembuktian perkara tindak pidana korupsi 
berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alat-alat bukti sebagaimana dirumuskan 
di dalam KUHAP tersebut menjadi pegangan aparat penegak hukum khususnya 
Polri untuk menemukan dan mencari kebenaran materil (Subtantial Truth) dengan 
mengumpulkan bukti, melalui bukti ini akan membuat terang tentang tindak 
pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam rangka 
penanganan tindak pidana korupsi secara represif yang diberikan oleh Undang-
Undang mensyaratkan kepada Polri untuk menemukan bukti, peran penyidik Polri 
yang merupakan bagian  dari Riminal Justice System terhadap penanggulangan 
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tindak pidana korupsi harus juga didasarkan pada pencapaian suatu usaha untuk 
melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi dan tetap 
mengarahkan secara terpadu (integrited) seluruh komponen perangkat kepolisian 
itu sendiri. 
Prinsip hukum acara pidana yang didasarkan kepada beberapa sistem 
pembuktian yang dianut. Pada sistem peradilan pidana Indonesia mengandung 
pembuktian negatif lebih dominan untuk penanganan suatu peristiwa pidana. 
Konsekuensi yang timbul adalah penekanan pada alat bukti yang cukup untuk 
dimulainya proses sistem peradilan pidana (penekanan pada pembebanan 
pembuktian). 
KUHAP sedikit sekali mengatur tentang alat bukti surat. Hanya dua pasal 
yakni Pasal 184 dan secara khusus Pasal 187. HIR juga demikian, secara khusus 
diatur dalam tiga pasal saja, yakni Pasal 304, 305 dan 306. Walaupun hanya 3 
pasal yang isinya hampir sama dengan Pasal 187 KUHAP, dalam Pasal 304 HIR, 
disebutkan bahwa aturan tentang nilai kekuatan dari alat bukti surat pada 
umumnya dan surat resmi (openbaar) dalam hukum acara pidana. Dengan 
demikian, mengenai surat-surat pada umumnya (maksudnya dibawah tangan) dan 
surat-surat resmi (akta otentik) mengenai nilai pembuktiannya dalam perkara 
pidana harus menurut hukum antara perdata. Tetapi ketentuan seperti Pasal 304  
HIR ini, tidak ada dalam KUHAP, Chazawi (2006 : 68). 
Dulu ketika HIR masih berlaku, berdasarkan Pasal 304 ini praktek hukm 
perkara pidana mengenai penggunaan dan penilaian alat bukti surat dapat meniru 
pembuktian dengan alat bukti surat dalam hukum acara perdata. Artinya, 
pembuktian dengan surat dalam hukum acara perdata berlaku pula pada 
pembuktian dengan surat dalam perkara pidana, tetapi sekarang setelah 
berlakunya KUHAP, sudah tidak lagi. Segala sesuatunya diserahkan pada 
kebijakan hakim, dengan alasan bahwa alat-alat bukti dalam perkara pidana 
adalah merupakan alat bukti bebas. Tidak ada suatu alat buktipun yang mengikat 
hakim, termasuk akta otentik dan penilaiannya diserahkan kepada hakim.  
Memang, prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda 
dengan pembuktian hukum acara perdata, mengingat dalam hukum pembuktian 
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perkara pidana diperlukan keyakinan hakim atas dasar minimal alat bukti, 
sedangkan dalam hukum pembuktian perkara perdata tidak diperlukan kayakinan 
hakim. Karena apa yang dicara dari pembuktian dalam hukum acara pidana adalah 
kebenaran material, sedangkan dalam hukum acara perdata kebenaran formil 
sudahlah cukup, seperti hanya nilai alat bukti akta otentik sebagai alat bukti 
sempurna yang mengikat hakim. Dengan didapatnya kebenaran material dari 
minimal dua alat bukti yang sah, dapat lebih terjaminnya kebenaran dan tepatnya 
bentukan keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa, sebagai syarat untuk 
menjatuhkan pidana. 
Berdasarkan sistem pembuktian yang berbeda, apapun alat buktinya seperti 
akta otentik yang menurut hukum acara perdata adalah alat bukti sempurna, tetapi 
dalam hukum pembuktian perkara pidana satu akta otentik saja akan lumpuh 
kekuatan buktinya apabila tidak ditunjang oleh alat bukti lain, walaupun hakim 
yakin kebenaran dari akta otentik tersebut, karena dalam hukum pembuktian 
perkara pidana didikat dengan beberapa ketentuan yakni :  
1. Adanya syarat minimal pembuktian. Satu alat bukti saja tidaklah 
cukup dalam perkara pidana, melainkan harus minimal dua alat bukti 
(Pasal 184 jo 185 ayat 2 KUHAP).  
2. Diperlukan adanya keyakinan hakim. Dari minimal dua alat bukti 
terbentuklah keyakinan tentang 3 hal (terjadi tindak pidana, terdakwa 
melakukannya, dan ia dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu(Pasal 
183 KUHAP). 
 
Menurut Pasal 187 ada 4 (empat) surat yang dapat dipergunakan sebagai 
alat bukti. Tiga surat harus dibuat di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah 
(Pasal 187 huruf a, b d c), sedangkan surat yang keempat adalah surat di bawah 
tangan (Pasal 187 huruf d KUHAP).Laporan Hasil Pengauditan yang dibuat 
auditor adalah berfungsi sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksudkan dalam 
Pasal 184 KUHAP. 
Hasil audit dapat digolongkan kepada bentuk ketiga dari Pasal 187 huruf c 
KUHAP. Karena surat hasil audit tersebut adalah surat yang dibuat oleh seorang 
ahli yang isinya berupa pendapat mengenai hal tertentu dalam bindang 
keahliannya itu yang hak tersebut berhubungan dengan suatu perkara pidana. 
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Surat ini dibuat memenuhi permintaan penyidik secara resmi, seperti pada 
permintaan untuk melakukan audit.  
Pasal 187 huruf a KUHAP adalah surat yang mengandung unsur sebagai 
berikut :  
1. Dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah pejabat 
yang membuatnya.  
2. Dibuat oleh pejabat umum atau dibuat dihadapannya.  
3. Surat dalam bentuk resmi 
4. Isinya surat adalah keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang 
didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, yang disertai alasan 
yang jelas dan tegas dari keterangan dalam surat itu.  
 
Suatu yang dimaksud Pasal 187 huruf a ini misalnya, akta perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak atau dihadapan notaris berupa partijakte. Juga akta-akta 
yang dibuat oleh pejabat umum itu sendiri (akta abtelijk) seperti berita acara 
penyitaan yang dibuat oleh penyidik. Hasil audit tidak dapat digolongan dalam 
Pasal 187 huruf a ini karena hasil audit bukan merupakan suatu perjanjian yang 
diterangkan dalam suatu akta.  
Surat yang disebut Pasal 187 huruf (b) adalah surat-surat yang dibuat oleh 
pejabat umum mengenai hal-hal yang masuk bidang tata lasana umum mengenai 
hal-hal yang masuk bidang tata laksana (administrasi) yang menjadi tugas dari 
pejaba umum tersebut. Tujuan dibuatnya surat semacam ini untuk pembuktian 
mengenai suatu hal atau suatu keadaan. Misalnya, untuk membuktikan adanya 
perkawinan disebut surat nikah, untuk membuktikan adanya kematian disebut akta 
kematian. Hasil audit tidak dapat digolongkan dalam Pasal 187 huruf b ini karena 
ia tidak masuk bidang tata laksana administrasi yang menjadi tugas pejabat 
umum.  
Sedangkan surat lain yang dimaksud huruf (d)  sebenarnya bukan surat yang 
dibuat oleh pejabat umum atau dihadapannya, tetapi berupa surat biasa, yang 
bukan merupakan akta yang dimaksud huruf (a, b dan c). Surat inid ibuat bukan 
untuk membuktikan tentang keadaan atau kejadian tertentu. Dan hasil audit tidak 
dapat digolongkank dalam surat ini karena hasil audit bukan dibuat untuk 
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membuktikan keadaan atau kejadian tertentu apabila diperlukan, tetapi d ibuat 
dengan sengaja untuk membuktikan adanya tindakan korupsi.  
Surat yang dimaksud huruf d ini juga hanya mengandung nilai pembuktian 
apabila isi surat itu ada hubungannya dengan isi dari alat bukti yang lain. Artinya 
surat ini baru mempunyai nilai pembuktian jika isinya bersesuain dengan isis dari 
alat bukti lain. Jika dihubungkan dengan syarat minimal pembuktian untuk 
menjatuhkan pidana, maka sesungguhnya ketentuan harus mempunyai hubungan 
ini, hanya untuk menegaskan saja. Lagipula  surat-sura lain juga tidak bernilai jika 
berdiri sendiri. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2) 
KUHAP.  
 
D. KESIMPULAN DAN SARAN 
Pembuktian memegang peranan yang cukup signifikan pada suatu proses 
penegakan hukum pidana, karena alat bukti didasarkan atas suatu perbuatan yang 
dituduhkan pada seorang tersangka dan terdakwa. Dengan alat-alat bukti tersebut 
dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan 
hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan 
terdakwa.Hasil audit dapat digolongkan kepada bentuk ketiga dari Pasal 187 huruf 
(c) KUHAP. Karena surat hasil audit tersebut adalah surat yang dibuat oleh 
seorang ahli yang isinya berupa pendapat mengenai hal tertentu dalam bindang 
keahliannya itu yang hak tersebut berhubungan dengan suatu perkara pidana. 
Surat ini dibuat memenuhi permintaan penyidik secara resmi, seperti pada 
permintaan untuk melakukan audit.Keberadaan alat bukti surat yang dihasilkan 
dari hasil audit tersebut akan diikuti pula dengan alat bukti keterangan saksi. 
Berdasarkan hal tersebut maka dari auditor BPKP akan diperoleh 2 alat bukti 
yaitu, hasil audit sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli auditor BPKP 
sendiri. 
Disarankan oleh peneliti yaitu Pembuktian memegang peranan yang cukup 
signifikan pada suatu proses penegakan hukum pidana untuk itu d iharapkan 
adanya penyempurnaan mengenai Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang 
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